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ABSTRAK 
 
Jaringan transportasi darat seperti jalan raya suatu wilayah mempunyai hubungan erat dengan 
kesejahteraan pada wilayah tersebut. Jaringan transportasi jalan yang baik diharapkan dapat memperbaiki 
aksesibilitas suatu wilayah, sehingga tingkat kesejahteraan menjadi ebih baik (PDRB tinggi). Demikian pula hal 
nya untuk wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 30 kota / kabupaten dengan 43 ruas jalan nasional 
sepanjang 3038 Km , perlu diketahui tingkat aksesibilitas ke seluruh wilayah kota/kabupaten tersebut. 
Penelitian ini berusaha mengetahui wilayah yang mempunyai aksesibilitas tinggi  dan  aksesibilitas rendah.  
Prioritas jalan harus  dilakukan pada  wilayah  kota/  kabupaten yang aksesibilitasnya rendah. Permasalahan 
wilayah mana yang mempunyai akasesbilitas yang tinggi dan aksesibilitas rendah Kemudian solusi apa yang 
harus dilakukan untuk wilayah kota/kabupaten yang aksesibilitasnya rendah Bagaiman model hubungan 
tingkat aksesibilitas dengan kesejahteraan wilayah (PDRB) Berapa besar Indeks Alpha Jaringan Jalan 
Tersebut. 
Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data primer dan atau sekunder (travel 
time), yang selanjutnya  data   waktu perjalanan  antar wilayah (travel time ) tersebut  dicari lintasan 
terpendeknya menjadi matrix  hubungan   antar  wilayah  dengan  sel matrix berupa  waktu perjalanan 
terpendek (travel time) antar wilayah. Kemudian dengan indeks Shimbel  dapat   ditentukan   wilayah   
yang   mempunyai aksesbilitas   tinggi dan aksesibilitas  rendah. Penentuan prioritas pembangunan/ 
pemeliharaan  jalan dalam upaya untuk perbaikan aksesibilitas  dapat  ditentukan  dari  tingkat   
aksesibilitas  wilayah  tersebut Selanjutnya  dibuat  hubungan Aksesibilitas dengan kesejatraan wilayah. 
Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini berupa infomasi wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur 
yang mempunyai  aksesibilitas  tinggi  seperti  Mojokerto  (total  travel  time  5879  menit)  dan  
wilayah yang mempunyai aksesibilitas rendah seperti Banyuwangi (total travel time 14057 menit), 
sehingga dapat ditentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan dalam beberapa tahapan sesuai 
kemampuan anggaran yang tersediaa untuk perbaikan aksesbilitas wilayah Kota/ Kabupaten di Propinsi 
Jawa Timur. Model hubungan anatara tingkat aksesibilitas dengan tingkat kesejahteraan wilayah 
ditunjukkan dalam persamaan  Y=  301539x + 2E+08, R
2
= 0.1167          artinya peranan infratruktur jalan 
dalam kesejahteraan wilayah sebesar       11,67  %, sisanya sebesar 88,33 % dipengaruhi oleh 
infrastruktur transportasi lainnya. Karena itu perlu dilakukan penelitian pengaruh infrastruktur 
transportasi lain    bersama dengan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan wilayah (PDRB).  
Indeks  Aksesibilitas/  mobilitas  menunjukan angka   masing2  sebesar  0,063>0,05  (syarat)  dan 
0,00007<0,005 (syarat), sedangkan Indeks Alpha Jaringan Jalan menunjukkan angka 0,26. Penambahan 
Jaringan Jalan akan menambah angka-angka tersebut atau kondisi jalan menjadi lebih baik 
 
Kata Kunci : aksesbilitas, jaringan jalan, indeks shimbel, infrastruktur jala 
 
 
I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 
Jawa Timur adalah sebuah propinsi di bagian timur Pulau Jawa,   yang merupakan salah satu 
propinsi   besar  di   Indonesia.  Propinsi Jawa  Timur  mempunyai   luas  47.922   km2, dengan   jumlah 
penduduk   38.847.561 jiwa, dengan Surabaya sebagai Ibukota nya.     Kota Surabaya   merupakan kota 
terbesar kedua setelah Ibukota Republik Indonesia, Jakarta (Adisasmita, 2011a). Jawa Timur merupakan 
propinsi yang memiliki luas wilayah terluas di Pulau Jawa. Jawa Timur memiliki   panjang   jalan 
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nasional sebesar 3.038 km, yang menghubungkan kota Surabaya sebagai ibu kota propinsi dengan 30 
kabupaten dan 8 kotamadya lainnya (Adisasmita, 2011b). Hal ini berarti, Jawa Timur memiliki jaringan 
atau infrastruktur jalan terpanjang yang menghubungkan kota/kabupaten terbanyak di pulau Jawa . 
Jawa Timur mempunyai wilayah yang menghasilkan PDRB kecil bila dibandingkan dengan wilayah lain,  
seperti  Kabupaten  Pacitan,  Kabupaten  Pamekasan.  Keduanya  menyumbang PDRB hanya sebesar 0,7% 
dari keseluruhan PDRB Jawa Timur, dibandingkan dengan ibu kota Surabaya  (24%)  dan  Sidoarjo  (8,5%).  
Perbedaan besar  ini diduga  terkait  adanya  tingkat aksesibilitas jaringan infrastruktur jalan wilayah 
tersebut. Kota/ Kabupaten    dengan aksesibilitas  rendah  perlu  diperbaiki  dengan  menambah  jaringan  
jalan baru pada beberapa tahapan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. 
 
 
1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini, permasalahan yang ditinjau adalah: 
1. Manakah kabupaten/kota yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi/rendah, 
2. Bagaimana hubungan besar PDRB dengan tingkat aksesibilitas suatu wilayah, 
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kabupaten/kota yang memiliki tingkat 
aksesibilitas kecil. 
4. Bagaimana menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah yang 
mempunyai aksesbilitas rendah 
Sedangkan batasan masalah yang diambil adalah penelitian ini adalah : 
1.   Penelitian dilakukan pada jaringan jalan arteri primer, dan beberapa jaringan jalan kolektor 
primer penghubung kabupaten/kota lokasi propinsi Jawa Timur,  
2.   PDRB yang dijadikan data merupakan nilai total tahun 2016 atas dasar harga berlaku (nominal), 
3.   Karakteristik utama sistem jaringan transportasi dalam penelitian ini 
menggunakan ukuran satuan waktu perjalanan (travel time). 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui urutan tingkat aksesibilitas kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Timur. 
2. Mengetahui hubungan tingkat aksesibilitas dengan besarnya PDRB yang dimiliki 
kota/kabupaten wilayah propinsi Jawa Timur. 
3. Mengetahui solusi untuk kabupaten/kota yang memiliki tingkat aksesibilitas kecil sehingga 
dapat dijadikan dasar pembangunan jalan untuk perbaikan aksesbilitas. 
4. Mengetahui prioritas pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah yang mempunyai 
aksesbilitas rendah 
 
 
 
 II METODE PENELITIAN 
2.1 Bagan Alir Penelitian 
Bagan alir dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, kemudian data tersebut dianalisa 
dengan menggunakan analisa jaringan, dan menghasilkan tingkat aksesbilitas, kemudian grafik 
hubungan  aksesbilitas dan PDRB daerah  sebagai indikator kesejahteraan 
wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut : 
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                Gambar 2.1. Bagan Alir Metodologi Penelitian
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Gambar 2.1. Bagan Alir Metodologi Penelitian (lanjutan) 
 
 Indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas digunakan menilai kinerja jaringan jalan (Hobbs, 1995). 
Kemudian Indeks Alpha digunakan untuk melengkapi penilaian   kinerja jaringan jalan. Semakin besar 
indeks tersebut, maka kinerja jaringan jalan semakin baik (Morlok, 1978). Metode lintasan/ waktu 
terpendek digunakan untuk menentukan waktu  terpendek antar kota/kabupaten. Melalui angka 
keterkaitan pada matrix waktu perjalanan antar Kota/ Kabupaten dapat dikelompokkan Kabupaten/ Kota 
yang mempunyai aksesbilitas tinggi ataupun rendah, sehingga dapat ditentukan prioritas  
pembangunannya (Djoko, Firdaus, & Misbach, 2016).  Selain  itu,  dapat  dibuat  hubungan  antara 
kesejahteraan wilayah (PDRB) dengan tingkat aksesbilitas wilayah. 
 
III HASIL PENELITIAN 
 
 
3.1  Umum 
 Penelitian ini merupakan penelitian dalam lingkup Laboratorium Transportasi dan Geoteknik 
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, karena itu melibatkan 3 (tiga) orang dosen tetap Departmen 
Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS dan 1 (satu) orang mahasiswa Program  Diploma  IV  
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Department  Teknik  Infrastruktur  Sipil Fakultas Vokasi ITS yang mengambil Judul Tugas Akhir (TA) sejenis 
topik penelitian ini (Djoko, Firdaus, & Asparini, 2015). 
  
Data waktu perjalanan (travel time) antara Kota/ Kabupaten seluruh Jawa Timur telah berhasil  didapat  
melalui  aplikasi  Google Map  seperti  terlihat  pada  Tabel.  1, selanjutnya. melalui angka keterkaitan 
data ini akan digunakan untuk menentukan wilayah Kota/ Kabupaten yang mempunyai aksesbilitas tinggi/ 
rendah. Kemudian untuk keperluan analisa jaringan digunakan  Indeks  aksesibilitas dan indeks mobilitas, 
selain Indeks Alpha dan  telah  didapat data jumlah  Kota/  Kabupaten sebagai  simpul  (s) sebanyak 30 
dan ruas (r ) , jalan arteri antar Kota/ Kabupaten sebanyak 43 buah untuk wilayah Propinsi dengan jumlah 
penduduk.38.847.561 jiwa, luas wilayah 47.922 km2, panjang jalan nasional 3.038 km. 
 
 
 
3.2  Hasil Penelitian dan Luaran yang Diperoleh 
Analisa jaringan dengan menggunakan matrix waktu perjalanan (travel time), telah didapat rata-rata 
waktu perjalanan antar Kota/ Kabupaten sebesar 7007 menit. Total waktu perjalanan dari suatu Kota/ 
Kabupaten ke Kota/Kabupaten  lainnya dapat dilihat pada Tabel.1. Total waktu  perjalanan  tersebut  
bila  lebih  besar  dari  rata-rata  waktu  perjalanan, maka Kota/ Kabupaten tersebut mempunyai 
aksesbilitas rendah, demikian pula sebaliknya (Direktorat Jendral Binamarga Departemen PU, 1997). 
Prioritas pembangunan jalan memperhatikan tingkat aksesbilitas tersebut dan diurutkan dari tingkat  
aksesibilitas  paling  rendah  (travel  time  terbesar),  hingga  tingkat  aksesibilitas paling   tinggi (travel  
time terkecil) (Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan., 2006), sebagaimana diperlihatkan  
pada  Tabel.2 pada halaman berikut. 
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         Tabel. 1 Waktu Perjalanan (travel time) antar Kota/ Kabupaten di Wilayah Jawa Timur 
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Tabel 2. Kota/ Kabupaten dengan aksesbilitas rendah dan tinggi di Provinsi Jawa Timur 
 
 
No. 
 
Kota/ Kabupaten 
 
PDRB 
Travel Time 
(menit) 
 
Tingkat Aksesbilitas 
1 Ban yuwangi 60,179,292.90 1
4
rendah 
2 Pacitan 11,590,629.69 1
2
rendah 
3 Sumenep 26,998,001.00 1
1
rendah 
4 Bondowoso 14,484,920.90 1
1
rendah 
5 Jember 56,376,970.00 1
0
rendah 
6 Situbondo 14,795,800.00 1
0
rendah 
7 Pamekasan 12,227,754.24 1
0
rendah 
8 Sampang 14,697,297.30 1
0
rendah 
9 Lumajang 24,456,796.75 9
2
rendah 
10 Ponorogo 14,912,841.58 9
1
rendah 
11 Magetan 13,875,867.13 8
9
rendah 
12 Ngawi 14,990,354.50 8
6
rendah 
13 Trenggalek 13,684,991.90 8
5
rendah 
14 Madiun 13,874,666.14 8
4
rendah 
15 Tuban 48,203,562.29 7
9
rendah 
16 Blitar 26,790,303.30 7
8
rendah 
17 Tulungagung 22,326,624.63 7
7
rendah 
18 Bangkalan 14,517,326.10 7
6
rendah 
19 Probolinggo 25,678,111.54 7
6
rendah 
20 Bojonegoro 46,649,168.20 7
6
rendah 
21 Malang 65,972,620.00 7
5
rendah 
22 Gresik 100,748,593.90 6
9
tinggi 
23 Kediri 30,438,992.89 6
8
tinggi 
24 Pasuruan 5,949,432.40 6
8
tinggi 
25 Lamongan 28,831,321.90 6
7
tinggi 
26 Nganjuk 19,124,890.21 6
7
tinggi 
27 Surabaya 406,196,760.30 6
5
tinggi 
28 Sidoarjo 146,372,323.40 6
2
tinggi 
29 Jombang 26,339,100.00 6
0
tinggi 
30 Mojokerto 58,819,912.81 5
8
tinggi 
Sumber : Hasil Analisa (2017) 
 
Aksesibilitas rendah terdapat pada 30 Kota/ Kabupaten di Jawa Timur, sisanya 9 kabupaten/kota 
memiliki aksesibilitas tinggi. Prioritas pembangunan atau pemeliharaan jalan berdasarkan urutan Tabel. 2 
diatas, untuk memperbaiki aksesibilitasnya. 
Indeks Aksesibilitas yang merupakan pembagian panjang jalan ( 3.038 km) dengan luas wilayah 
(47.922 km2) diperoleh 0,063 > 0,05 (syarat). Indeks Mobilitas yang merupakan pembagian panjang 
jalan (3.038 km) dengan jumlah penduduk (38.847.561 jiwa) diperoleh 0,00007 < 0,005 (syarat). Nilai 
indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas menjadi semakin besar/baik bila jalan propinsi dan jalan 
kabupaten dimasukan dalam analisa. 
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Indeks Alpha jaringan jalan nasional/ provinsi wilayah Provinsi Jawa Timur yang 
menghubungkan Kota/ Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai  
r−s+1
berikut Indeks Alpha = 
2s−5
dimana s adalah jumlah kota/ kabupaten sebesar 30 dan r adalah jumlah ruas sebesar 43. 
 
Sehingga  Indeks Alpha = 
43−30+1  
= 
14
 
2(30)−5         55 = 0.26
Semakin banyak ruas jalan ( r ), maka kinerja jaringan semakin baik. Penambahan ruas jalan dalam 
upaya peningkatan aksesbilitas dapat memperbarui kinerja jaringan atau Indeks Alpha semakin besar. 
Hubungan  aksesibilitas  dengan  tingkat kesejahteraan  suatu  wilayah (PDRB) 
diperlihatkan pada Gambar dengan persamaan sebagai berikut Y =    301539x + 2E+08 
dengan R2 = s0.1167 
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Gambar 3.1. Hubungan Antara Kesejahteraan 
Wilayah(PDRB) dengan Aksesibilitas (Indeks Shimbel) 
Nilai R2  =    0.1167    menunjukkan bahwa peranan jaringan jalan terhadap kesejahteraan wilayah 
sebesar 11,67  %  jadi ada  faktor lain sebesar 88,33 % yang mempengaruhi kesejahteraan suatu 
wilayah seperti jaringan jalan kereta api, jaringan tranportasi air, jaringan transportasi udara, sumber daya 
alam/ manusia dan kepemimpinan yang baik (Abubakar, 1995). Hal ini terlihat pada Kabupaten 
Banyuwangi, walaupun aksesibilitas melalui jalan raya paling jelek, tetapi mempunyai PDRB relatip lebih 
tinggi dari beberapa kota/kabupaten yang lain. 
Kendala   dijumpai adalah kesempatan untuk mengikuti Konferensi/ Seminar Nasional sesuai target 
luaran sampai akhir 2017. Kendala ini bisa diatasi dengan selalu mencari informasi tentang 
penyelenggaraan Seminar Nasional.  
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IV KESIMPULAN 
Sesuai hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
 
1. Jawa Timur mempunyai 30 Kota/ Kabupaten yang aksesibilitasnya rendah dan 9 Kota/ 
Kabupaten dengan aksesbilitas tinggi.  
2. Kota/  Kabupaten  yang  mempunyai  aksesbilitas  paling  rendah  adalah  Kabupaten Ban 
yuwangi dengan total travel time ke Kota/ Kabupaten lain sebesar 14.225 menit. 
3. Kota/ Kabupaten yang mempunyai aksesbilitas paling tinggi adalah Kota Mojokerto dengan 
total travel time ke Kota/ Kabupaten lain sebesar 5.833 menit. 
4. Kota/ Kabupaten  yang  mempunyai  aksesbilitas  rendah  harus  diperbaiki  dengan 
pembangunan jalan baru dan merawat jalan yang sudah ada (Singgih, Sulistiono, & Asparini, 
2015). 
5. Indeks Aksesibilitas jaringan jalan di Propinsi Jawa Timur sebesar = 0,063 >0, 05 (syarat),   
sedang.   Indeks   Mobilitas   sebesar   0,00007   <   0,005   (Syarat).   Indeks aksesibilitas dan 
mobilitas bisa bertambah bila ruas jalan propinsi dan kabupaten dimasukkan dalam analisa. 
6. Kinerja jaringan dapat diketahui dengan Indeks Alpha sebesar 0.26. Penambahan ruas dalam 
rangka peningkatan aksesbilitas akan memperbesar Indeks Alpha atau kinerja jaringan menjadi 
semakin baik. 
7. Hubungan  aksesibilitas  dengan  kesejahteraan  wilayah  (PDRB)  ditunjukkan  dalam 
persamaan Y =    301539x + 2E+08           dengan R2=   0.1167        Hubungan dengan R2 sebesar  
0.1167 menunjukkan peranan trasportasi darat (jalan raya) adalah sebasar 11,67%    dan 
sisanya 88,33 % kesejahteraan wilayah dipengaruhi moda transportasi lain (air, udara), 
sumber daya alam/ manusia, kepemimpinan yang baik. 
8. Peranan   Infrastruktur   Jalan   terhadap   Kesejahteraan   wilayah   sebesar   11,67   %, 
menimbulkan keinginan meneliti Pengaruh Infrastruktur yang lain seperti Jalan Kereta Api, 
Bandara, Pelabuhan, secara bersama dengan Infrastruktur Jalan. 
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